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| PERATURAN DAERAH PROPLNSI SUMATERAIJTARA

NOMOR : 5 TAHUN 2002

T E N T A N G

PA.TAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

!

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA IJTARA

: a. bahwa dengan telah ditetapkannya IJndang - undang Nomor 34
Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - undang No.18
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat
penambahaa objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yaitu
termasuk bahan bakar yang digunakan Kendaraan di Atas Air
maka Peraturan Daerah tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor perlu disesuaikan.

b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dhnaksud
huruf a perlu mengatur kembali Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Menimbang

: L Undang - undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara jo Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi
(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64. Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1103).

Mengingat

2. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685).

!

3. IJndang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839).

4. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor
3848).

5. Undang undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang ~ undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 ).

6. Peraturan . . .
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!
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahim 2001 tentang Pajak

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4138).

Tehnik
Penyusunan Peraturan Perundang - undangan, dan Bentuk
Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah
dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 70 )

8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tabun 2001
tentang Dinas - Dinas Daerah Propinsi Sumatera Utara
( Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3)

7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999

! Dengan Persetujuan.
DEWAN PERWAK1LAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA

M E M U T U S K A N :

: PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA
TENTANG PAJAK BAIIAN DAKAR KENDARAAN
BERMOTOR

Menetapkan

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
!

I a. Daerah adalah Propinsi Sumatera Utara.
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintali Propinsi Sumatera Utara.
c. Kepala Daerah adalah Gubemur Sumatera Utara.
d. Elinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
e. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Iuran Wajib yang dilakukan oleh

orang pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang,
yang dapal dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
yang digunakan untuk membiayai Pengeluaran Pemerintah Daerah dan Pembangunan
Daerah.

f. Kendaraan Beirnotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebili beserta
gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh
pcralatan tcktnk bcrupa motor atau peralatan lainnya yang bcrfungsi untuk mcngubah
suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang
bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak .

g. Kenderaan di Atag Air, adalah semua Kendaraan yang di gerakkan oleh peralatan
tehnik berupa motor atau peralatan lainnya yang berpungsi untuk mcngubah suatu
sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kenderaan yang bersangkutan yang
digunakan di atas air (laut, danau, sungai dan penyebrangan).

2.
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h. Bahaxt Bakar Kendaraan Bermotor adalah bahan bakar yang dipnakan untuk
mfinggeraklcan Kendaraan Bermotor dan atau Kendaraan di Atas Air yaitu bensin,
solar dan bahan bakar gas.

! i. Stasiun Pengisian Bahan Bakar IJmum yang selanjutnya disebut SPBIJ adalah tempat

penjnalan/pengisian bahan bakar untuk Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas

Air.
j. Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adaiah produsen bahan bakar, yaitu

Pertamina dan atau produsen bahan bakar lainnya.
k. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak

atas Bahan Bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk Kendaraan
Bermotor termasuk bahan bakar yang digunakan Kendaraan di Atas Air.

l. Subjek Pajak adaiah konsumen bahan bakar Kendaraan Bermotor dan bahan bakar

Kendaraan di Atas Air.

i

m. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merapakan kesatuan baik yang
melakukan usaha maupuxi yang lidak melakukan usaha yang melipuli perseroan

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau

Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, finna, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, oiganisasi massa, organisasi sosial
politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan
lainnya.

n. Wajib Pajak adaiah penyedia bahan bakar Kendaraan Bermotor dan bahan bakar
Kendaraan di Atas Air.

o. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim
atau jangka lainnya yang ditctapkan dengan Kcputusan Kcpala Daerah.

p. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) tahun takwim
kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun
takwim.

!
! q. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 ( satu ) Tahun Pajak.

r. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa
Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

s. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek
! dan subjek pajak, penentuan besamya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan

pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
!

t. Putusan Banding adalah ketetapan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat
Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

u. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat
yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran Pajak yang terutang, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau
harta dan kewajiban menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

v. Suratsetoran ...
3.



v. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang
digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak
yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh
Kepala Daerah,

w. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat
ketetapan yang menentukan besamyajumlah pokok pajak.

x. Surat Ketetapan Pajak Daeralt Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB
adalah surat ketetapan yang menentukan hesamya jumlah pokok pajak, jumlah kredit
pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besamya sanksi administrasi dan
jumlah yang masih harus dibayar.

y. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat
SKPDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak
yang ditetapkan.

z. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kclcbihan pembayaran pajak
karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya
terutang.

aa. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besamya dengan jumlah
kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

bb. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STFD adalah surat untuk
melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

cc. Surat Keputusan Keberatan adalah keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan
Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar Tambahan , Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak
ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

dd.Surat Kepulusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan
tnliSj Ifftaalatian liitung dan/atau kekeliruan dalam penetapan ketentuan teitentu dalam
peraturan perundang - undangan peipajakan Daerah yang terdapat dalam Surat
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah.

ee. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Peipajakan Daerah adalah serangkaian tmdakan
yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut
Penyidik, untuk meneaii serla mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat
terang tindak pidana dibidang perpajakan Daerah yang terjadi dan menemukan
tersangkanya.

!

i

BAB II
NAMA,OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Balian Bakar Kendaraan Bermotor dipungut pajak atas balian bakar
Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap untuk Kendaraan Bermotor
termasuk bahan bakar untuk Kendaraan di Atas Air.

Pasal 3

(1) Objek Pajak adalah balian bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap
digunakan Kendaraan Bermotor termasuk bahan bakar yang digunakan untuk
Kendaraan di Atas Air.!

(2) Bahan Bakar

4.
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(2) Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah
bensin, solar dan bahan bakar gas.

Pasal 4

(1) Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah konsumen bahan bakar
Kendaraan Bermotor dan bahan bakar Kendaraan di Mm Air.

(2) Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah penyedia bahan bakar
Kendaraan Bermotor dan penyedia bahan bakar Kendaraan di Alas Air.

(3) Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan oleh Penyedia Bahan
Bakar Kendaraan Bermotor.

BAB in
DASAR PENGENAAN, TARTP PAJAK DAN CARA

PENGH3TUNGANPAJAK

Pasal 5

(1) Dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah nilai jual bahan
bakar Kendaraan Bermotor.

(2) Harga jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak teimasuk Pajak Pertambahan
Nilai (PPN).

Pasal 6

Tarip Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diletapkan sebesar 5%(lima persen).

Pasal 7
Besamya pokok pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 3

(1) Wilayah pemungutan pajak adalah di Wilayah Dacrah tcropat SPBU berada.
(2) Pajak dipungut diwilayah Daerah.

BAB V
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG

Pasal 9

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim.

Pasal 10

Saat pajak terutang adalah pada saat penerbitan Surat Perintah Pengehtaran Barang
(Delivery Order) bahan bakar Kendaraan Bermotor dart penyedia kepada lembaga
Penyalur dan kon«nmen langmmg Bahan Bakar.

BAB FI ,..
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BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN,PENYETORAN DANPELAPORAN

Pasal 11

(1) Pembayaran pajak yang terutang dilakukan di Bank persepsi.
(2) Pemungutan pajak dilakukan oieh Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
(3) Pemungutan pajak dilakukan pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang

( Delivery order ).
(4) Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor wajib menyetor h&sil pungutan pajak

dengan menggunakan SSPD kerekening Kas Daerah pada tanggal dan bulan
berikutnya.

(5) Dalam hal jatuh tempo penyctoran pada hari libur, maka pcnyctoran dilakukan pada
hari kerja berikutnya.

Pasai 12

(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

(2) Pajak yang terutang dihmasi selambat-lambatnya l(satu) bulan sejak diterbitkan
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SPTPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang
harus dibayar bertambah.

(3) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang
ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur
atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan.

(4) lata cam penyetoran dan pelaporan, pengalokasian biaya pemungutan, tempat
pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Keputusan
Kepala Daerah berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri.

BAB VII
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 13

(1) Sctiap Wajib Pajak wajib mengtsi SPTPD.
(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan

lengkap serta dilanda tangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya.
(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ke Dinas Pendapatan

Daerah sclambat-lambatnya IS (lima bclas)hari scteJah berakbimya masa pajak.

Pasal 14

(1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
a. Nama dan alamat lengkap Wajib Pajak.
b. Wiiayah penyaluran bahan bakar.

c. Jam ...
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c. Jenis, harga jual dan jumlah bahan bakar yang diserahkan oleh Wajib Pajak
kepada SPBU di wilayah Daerah.

d. Jumlah pajak terutang.
(2) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan SPTPD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan oleh Kerala Daerah berpedoman kepada Keputusan Menteri
Dalam Negeri.

BAB VIII
PENETAPANPAJAK

Pasal 15

Setiap Wajib Pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan peipajakan Daerah tanpa menggantungkan pada adanya Surat
Ketetapan Pajak.|

Pasal 16
!

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah
dapat menerbitkan :

a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dalam hal:

1) Apabila berdasarkan basil pemeriksaaan atau keterangan lain, pajak yang
terutang tidak atau kurang dibayar.

2) Apabila Surat Pemberitahuan Pajak Daerah tidak disampaikan kepada Kepala
Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertuhs.

3) Apabila kewajiban mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah tidak dipenuhi,
pajak yang terutang dihitung secara jabatan.

b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan apabila ditemukan data
baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan
jumiah pajak yang terutang.

c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil apabila jumlah pajak yang terutang sama
besamya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit
pajak.

(2) Jumlah kckurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bayar sebaimana dimaksud pada ayat (1) fauruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%(dua persen) sebulan dihitung dart pajak
yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf b dikenakan sanksi
administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan
pajak tersebut.

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak
melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

(5) Jumlah ...
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(S) Jumlah pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administrasi
berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari
pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 17

(1) Kcpala Daerah dapat mcncrbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah apabila :

a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
b. Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah terdapat kekurangan

pembayaran sebagai akibat salah tubs dan atau salah hitung.
c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagjhan Pajak Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15
(lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

(3) Surat Ketetapan Pajak Daerah yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, ditagih
melaiui Surat Tagihan Pajak Daerah.

(4) Benluk, isi dan Tata eara penyampaian STPD elitetapkan oleh Kepala Daerah.
BAB DC

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 13

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak
atau kurang dibayar oleh Wajib pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat
Paksa.

(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(3) Dalam rangka kegiatan pemungutan pajak daerah dapat diberikan biaya pemungutan
sebesar 5 % ( lima persen ).

(4) Pedoman tentaag alokasi biaya pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)
pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan
Mcntcri Kcuangan.

BABX
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 19

(1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat
yang ditunjuk atas suatu :

a. Surat ...

8.



a. Surat Ketetapan Pajak Daerah.
b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan.
c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar.
d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Dayar.
e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nlliii
f. Pemolongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraluran

pemndang-undangan perpajakan daerah yang berlaku.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan -
alasanyangjelas

(3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan,
Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan pajak tersebut.

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak
tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali apabila Wajib Pajak dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena di luar
kekuasaaimya.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbaagkan.

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan
penagihan pajak.

Pasal 20

(1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal
surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebagian, menolak, atau menambah besamya pajak yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala
Daerah tidak memberi suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap
dikabulkan.

Pasal 21

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan peimohonan banding, hanya kepada Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatarmya yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(2) Peimohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam
bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak
keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut.

(3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan
pelaksanaan pajak

Pasal 22...
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Pasal 22

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau
seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembaiikan dengan dilambah imbalan bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puhih empat)
Man.

BAB XI

PEMBETULAN,PEMBATALAN,PENGURANGAN
KETETAPAN BAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN

SANKSIADMENISTRASI

Pasal 23

(1) Kepala Daerah karenajabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan
SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat
kesalahan tubs, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Kepala Daerah dapat :

a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berapa bunga, denda, dan
kenaikan pajak yang temtang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah, daJatn hal sanksi tereebut dikarenakan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan
karcna kesalahannya.

b. Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.

(3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau
pembataian ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Keputusan Kepala Daerah.

BABXII
PENGEMBALLAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 24

(1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah.

(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat(I)haras memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Kepala Daerah
atau Pcjabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak dianggap di kabulkan dan SKPDLB haras diterbitkan
dalam waktu paling lama 1(satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langaimg diperhilungkan untult
terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

10.



(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2
(dua) bulan sejak diterbitkannya SPKDLB dengan menerbitkan Surat Perintah
Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2
(dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk
memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan
pembayaran kelebihan pajak.

Pass!25

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diajukan tertulis kepada
Kepala Daerah sekuiang-kurangnya dengan menyebutkan :

a. Nama dan alamat Wajib Pajak
b. Masa Pajak
c. Besamya kelebihan pembayaran pajak
d. Alasan yang jelas.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan seeara
langsung atau melalui pos tercatat

bukti pengiriman pos tercatat(3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah dan
merupakan bukti saat diterima oleh Kepala Daerah.

BAB XIII

PEMBAGIAN BASIL PENERIMAAN PAJAK

Pasal 26

Basil Penerimaan Pajak ditetapkan sebagai berikut:

a. Untuk Daerah sebesar 30%( tiga puluh persen)

b. Untuk Daerah Kabupaten / Kota di Wilayah Daerah memperoleh 70% (tujuh puluh
persen) dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi Kabupaten / Kota yang
bertojuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah Kabupaten / Kota.

c. Persentase Penerimaan pajak untuk Kabupaten/Kota pada butir (b) diatas untuk aspek
pemerataan dan potensi akan di atur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BABXIV

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 27

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu
5 (lima) tahtm teihilung sejak saal terutangnya pajak, kecuaE apabila Wajib Pajak
melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.

I
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(2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1> tertangguh
apabila :

a. Dilerbitkan Surat Teguran dan Sural Paksa atau.

b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak
langsung.

BAB XV

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 28

(1) Wajib pajak yang mcmcmibi kritcria tcrtcntu wajib mcnyclcnggarakan pcmbukuan.

(2) Kriteria Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pembukuan
ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam
NegerL

Pasal 29

(1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji pemenuhan
kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
a. Memperiihatkan dan atm meminjamkan buku atau Catalan, dokumen yang

menjadi dasamya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang
teruiang.

b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap
perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

c. Memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Tata cara pemeriksaan pajak ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan
berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri.

BABXVI
KETENTUAN KHUSUS

I Pasal 30

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak, segala
scsuatu yang dikctahui atau dibcritahukan kcpadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka
jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah, kecuali sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap ahli-ahli yang
ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membaniu dalam pelaksanaan peraturan
perundang-undangan perpajakan Daerah, kecuali sebagai saksi atau saksi ahli dalam
sidang pengadilan.

(3) Untuk kepentmgan ...
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(3) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah benvenang memberi izin tertulis pada
pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga-tenaga ahli
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), supaya memberikan keterangan,
memperlihatkan bukti tertulis dari alau lentang wajib pajak pada pihak yang
ditunjuknya.

(4) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas
permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata,
Kepala Daerah dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada pejabat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

(5) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menyebutkan nama
terdakwa atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta serta kaitan antara
perkara Pidana atau Perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta
tersebut.

BAB XVII

KETENTUANPIDANA

Pastil 31

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar
sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling
lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang
terutang.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan
tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar
sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling
lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang
terutang.

i

Pasal 32

| Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal 31 tidak dituntut
setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau
berakhhnya Masa Pajak atau berakhimya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun

! Pajak.
BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 33

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Nomor 8
Tahun 1981 lentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang ...
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(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah:
a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporanberkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keteranganlaporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.

b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi ataubadan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindakpidana perpajakan daerah.
c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungandengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah .
d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaandengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah .
e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,

pencatatan, dan dokumen - dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap
bahan bukti tersebut.

f. Meminta banluan lenaga ahli dalam rangka pelaksanaan lugas penyidikan tindak
pidana di bidang perpajakan daerah .

g. Menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan roangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang beriangsung dan memeriksa identitas orang
dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah.
i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka

atau saksi.
j. Menghentikan penyidikan.
k. Melakukan tindakan lain yang perhi untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di

bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Pcnuntut Umum mclalui
penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

| Hal-hal yang behim diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai{ peiaksanaannya ditetapkan oleh Kepala Daerah.
Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Sumatera
Utara Nomor 11 Tahun 1998 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
(Lcmbaran Daerah Propinsi Sumatcra Utara Nomor 31 Seri A Nomor 3 Tahun 1998)
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36 ...
14.
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Pasal 36

| Feraluran Daerah ini bcrlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sunaya setian orang mcngetalminya, memcrintahkan pcngundangan PetalntanDaerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara.

Disahkan di Medan
pada tanggal 30 Juli 2002

GUBERNUR SUMATERA UTARA

d to

T. R1ZAL NURDTJN

Diundangkan di Medan
pada tanggal 2002

SEKRETARJLS DA ERAH PROPINSI

Drs. AMRUNDAULAY, MM
PEMBTNA TJTAMA .

NIP. 400016973

Lembaran Daerah Propinsi Sutnatera Utara
Tahun .?.9 .9 Nomor ....43
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PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSISUMATERA UTARA

NOMOR : 5 TAHUN 2002
TENTANG

PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

I. Umiim

Bahwa dengan berlakunya Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintah Daerah dan Undang - Undang Nomor 25 Tahun
1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah, maka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan dengan
memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab.
Penyelenggaraan Otonomi Daerah perlu ditekankan prinsip - prinsip
demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan dan
akuntabilitas serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah.

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang
penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan
pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas,
nyata dan bertanggung jawab.
Alas dasar ini semua, maka IJndang-Undang Nomor IS Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disesuaikan dengan
perkembangan keadaan. Pengaturan pemungutan Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah
Propinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 1998 yang berpedoman
kepada Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor
34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nonior 18
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, sehingga
amanat dari Undang - Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut untuk
meningkatkan daya guna dan hasil guna, peningkatan pelayanan kepada
masyarakat serta peningkatan Pendapatan Asli Derah dapat diwujudkan.

II. Pasal demi Pasal

: Cukup jelas.Pasal 1

:Cukup jelasPasal 2

Pasal 3 ...
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Pasai 3

: yang dimaksud dengan dianggap digunakan untuk
Kendaraan Bermotor adalah bahan bakar yang
diperoleh melaiui, antara lain, Stasiun Pengisian
Bahan Bakar Umum ( SPBU ), Stasiun Pengisian
Bahan Bakar Umum untuk Kendaraan di Atas

ayat (1 )

Air.

: Termasuk dalam pengertian bensim adalah, antara
lain, premium, premix, bensin biru, super TT.

ayat ( 2 )

Pasai 4

: Cukupjelas.
: Yang dimaksud dengan penyedia bahan bakar

Kendaraan Bermotor adalah produsen bahan
bakar Kendaraan Bermotor yaitu Pertamina
dan/atau produsen bahan bakar lainnya.

: Cukupjelas

ayat (l)
ayat (2)

Ayat (3)

Pasai 5

: Yang dimaksud dengan Nilai Jual adalah harga
jual sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai
( PPN )

Ayat (l)

: CukupjelasAyat (2)

: - Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
dikenakan atas nilai jual bahan bakar
Kendaraan Bermotor.
Dengan demikian, harga eceran bahan bakar
Kendaraan Bermotor sudah memperhitungkan
tarip pajak ini.

Pasai6

Dalam hal harga jual Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor sudah termasuk PPN dengan tarif
10 % (sepuluh persen) dan PBB-KB dengan
tarif 5 % (lima persen) maka nilai jual dihitung
sebagai perkalian 100/115 (seratus per seratus
lima belas) dengan harga jual.

- Basil ...
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- Hasil penghitungan pokok PBB-KB yang
terhutang per liter dinyatakan dalam rupiah
dengan pembulatan 2 ( dua ) angka dibelakang
koma.
Contoh :
Harga jual premium Rp. 1.600,- per liter
termasuk PPN dan PBB-KB.
Pokok PBB-KB yang terutang per liter
= 5 % x 100/115 x Rp. 1.600,- - 5/115 x
Rp. 1.600,- = Rp. 69,565 maka dibulatkan
menjadi Rp.69,57.

: CukupjelasPasal 7 s/d 15

: Pasal ini mengatur tentang penerbitan surat
kelelapan pajak alas pajak yang dibayar sendiri.
Penerbitan Surat Ketetapan Pajak ditujukan
kepada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh
ketidak benaran dalam
Pemberitahuan Pajak Daerah atau karena
ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan
oleh Wajib Pajak.

: Ketentuan ayat ini memberi kewenangan kepada
Kepala Daerah untuk dapat menerbitkan surat
ketetapan Pajak Daerah Kurang bayar, surat
ketetapan Pajak Daerah Kurang bayar Tambahan
atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil hanya
terhadap kasus - kasus tertentu seperti tersebut
dalam ayat ini, dengan perkataan lain hanya
terhadap Wajib Pajak tertentu yang nyata - nyata
atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak
memenuhi kewajiban formal dan atau kewajiban
material
Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan
Kepala Daerah temyata jumlah pajak yang
terhutang sama besamya dengan jumlah kredit
pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada
kredit pajak, maka kepala Daerah dapat
menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil.
Yang dimaksud dengan penetapan pajak seeara
jabatan adalah penetapan besamya pajak terutang
yang dilasanakan oleh Kepala Daerah atau Pejabat
yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau
keterangan lain yang dimiliki oleh Kepala Daerah
atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

Suralpengisian

Ayat (l)

Ayat (2)s/d (5)^
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: CukupjelasAyat (2) s/d (5)

Pasal 17

: Surat Tagihan Pajak Daerah diterbitkan baik
terhadap Wajib Pajak yang melakukan kewajiban
Pajak yang dibayar sendiri maupun terhadap
Wajib Pajak yang melaksanakan kewajiban Pajak
yang di pungut .

: Cukup Jelas

Ayat (l)

Ayat (2)

: Ayat ini mengatur pengenaan bunga atas pajak
yang tidak atau kurang dibayar pada saat jatuh
tempo pembayaran atau terlambat dibayar.

Ayat (3)

: Cukupjelas.Ayat (4)

Pasal 18 s/d 25 ; Cukupjelas

Pasal 26 : Pembagian Hasil Penerimaan Pajak
diperhitungkan dari realisasi penerimaan setelah
dikurangi biaya pemungutan.

Pasal 27 s/d 36 : Cukupjelas
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